ABSTRAK

Badan Penvelesaian Sengketa Konsumen dibentulk sebagai badan yang
bertuzas menangani dan menyelesailan senglketa konsumen antara pelaku vasha
dengan konsumen di luar pengadilan. Tujuan Penulisan imi adalah uontuk
mengetahui apakah perubahan penetapan nilai gugatan dalam PERMA No. 4 Tahun
2019 Tentang Perubahan PEEMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana telah diterapkan tethadap penetapan ganti rugi
dalam penyelesalan senpketa konsumen pada BPSK Kota Surabaya dan juza
mempelajari Pertimbangan BPSK Kota Surabaya dalam menetapkan besarnya ganti
mgi dalam penvelesaian sengleta konsumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan
yuridis empiris adalah suaty pendelatan masalah dengan cara meninjau peraturan-
peraturan vang telah diberlakulean dalam masyvarakat sebagai hulum positif dengan
peraturan  pelaksanaanmya termasuk implementasinya di lapangan  Adapun
pendekatan yang dilalmlan adalzh pendelatan lualitatif Data yang digunalan
adalah data primmer seperti wawancara dan data selunder, mencalup bahan hukum
primer dari peraturan perundang-undangan dan bahan hulum selunder dari bulu
mavpun artikel.

Hasil dari penelitian ini menunjukan, bahwa PEEMA No. 4 Tahun 2019 itu
hatya berlakw bagi penyelesaian kasus di Pengadilan tetapd tidzk berlalm terhadap
pemyelesaian sengketa di BPSEK. Untuk o, adanva perubahan penetapan nilai
gugatan dalam PEEMA No. 4 Tahun 2019 tidak mempenzaruhi terhadap penstapan
ganti rugi dalam penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Surabaya. BPSK
Kota Surabaya dalam mempertimbangkan nilai ganti rugi yang hams diberikan
memjuk pada permintaan Konsumen akhir dalam aduannya.
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